LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.258, 2020 KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan
Pajak. Lembaga Penyiaran Publik. RRI. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6578)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3),
Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
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Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA.

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia meliputi penerimaan dari:
a. jasa penyiaran;
b. jasa pendidikan dan pelatihan;
c. jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio;
d. jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran

sesuai dengan tugas dan fungsi;
e. jasa digitalisasi penyiaran;
f.  jasa produksi program; dan
g. royalti atas kekayaan intelektual produksi

penyiaran.
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g

dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
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Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai

nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d, berupa penempatan alat pada menara siaran
dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nominal

yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak berupa:
a. jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a; dan
b. jasa digitalisasi penyiaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) hurufe,
selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja
sama.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nominal
yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa dukungan layanan.

Pasal 4
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
berupa Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a yang dilaksanakan di luar
studio sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini tidak termasuk biaya akomodasi,
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

konsumsi, transportasi, dan jasa profesi.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

berupa Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf a yang dilaksanakan di dalam

studio sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi dan

jasa profesi.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

berupa:

a. jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b; dan

b. jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini tidak termasuk biaya akomodasi,

konsumsi, transportasi, dan jasa profesi.

Biaya:

a. akomodasi, konsumsi, transportasi, dan jasa
profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3); dan

b. konsumsi dan jasa profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),

dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 5

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1),
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan pengawas dan kepemimpinan
administrator bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
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